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Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan
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Principle (FPIC) atau Prinsip Persetujuan
Atas Dasar Informasi Awal Tanpa
Paksaan (PADIATAPA) merupakan
prinsip yang telah diadopsi dalam
Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat
Adat dan Konvensi Keanekaragaman
Hayati. Dua kebijakan internasional di
atas telah diratifikasi oleh Indonesia.
Pada lingkup persoalan perubahan iklim,
Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim

kesepakatan internasional tahun 2010 di
Kopenhagen, Denmark. Prinsip ini
penting untuk dilaksanakan dalam
program REDD+ karena terdapat sekitar
25.000 desa di Indonesia yang berada di
kawasan hutan; dan sekitar 6 juta jiwa
menggantungkan mata pencariannya
pada hutan. Maka secara hukum,
pemerintah wajib mengakui,
menghormati, dan melindungi hak-hak

diamanatkan oleh UUD 1945.
PADIATAPA merupakan prinsip untuk
memastikan keterlibatan semua
pemangku kepentingan baik masyarakat
maupun pemerintah sesuai peran,
kewenangan, dan kepentingannya.
Dalam kaitan hutan, pemangku
kepentingan yang memegang peran vital
adalah masyarakat adat (komunitas lokal)
yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.
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17 Proklamasi Kemerdekaan R.I. 19-20 Hari Raya Idul Fitri (1-2 Syawal 1433 H)

26 Hari Raya Idul Adha (10 Dzulhijjah 1433 H.)

15 Tahun Baru Hijriyah (1 Muharram 1434 H.)

25 Hari Raya Natal
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Unit Manajemen Program
antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, FAO,
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= E-mail: info@un-redd.or.id (Reducing Emissions from Deforestation and Forest
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